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ABSTRAK

Skripsi ini disusun dengan memfokuskan pada masalah akad, modal dan
pembagian keuntungan pada praktek bagi hasil paro lima kambing ditinjau dari
hukum Islam. Masyarakat Desa Surusunda mayoritas bermata pencaharian utama
sebagal buruh tani, sedangkan usaha ternak hanya sebagal pekerjaan sampingan.
Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai tabungan apabila sewaktu-waktu
membutuhkan dana yang cukup besar. Hal tersebut yang menjadi latar belakang
masyarakat Desa Surusunda melakukan bagi hasil paro lima kambing. Pihak
pemodal akan mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan moda yang
dimiliki tanpa bersusah payah dan pihak pengelola akan memperoleh penghasilan
tanpa mengeluarkan modal besar.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), dimana objek penelitian difokuskan pada praktek bagi hasil paro lima
kambing di Desa Surusunda Kecamatan Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian ini
adalah deskriptif-analitik dimana penyusun mencoba untuk mendiskripsikan serta
menganalisis proses praktek paro lima kambing dengan menggunakan pendekatan
normatif yaitu dengan mengacu pada ayat suci al-Qur’an, hadits, dan ushul fikih.
Pengumpulan data dilakukan langsung ke lapangan yang dihimpun melalui
observasi, tanya jawab bebas (open interview), dokumentasi serta penggunaan
teknik sampling terhadap populasi responden, sedangkan dalam menganalisis
data, penyusun menggunakan analisis kulitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktek paro
lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap,
tepatnya mencari keterkaitan antara praktek paro lima dalam perspektif hukum
Islam. Dengan menggunakan teori akad mud§rabah dan garar, penelitian ini
diharapkan dapat memaparkan secara riil mengenai praktek paro lima kambing,
apakah masal ah-masal ah tersebut telah sesuai dengan syariat 1slam yang berlaku.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktek akad yang dilakukan
antara pemoda dan pengelola, dengan menggunakan analisa akad mudhrabah
yang termasuk akad mudirabah mugayyadah, sebab kedua belah pihak telah
sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan kambing
sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum Islam karena bentuk dan
jumlahnya jelas serta dapat diserahkan pada saat ijab kabul. Kemudian dari segi
pembagian keuntungan, praktek bagi hasil paro lima kambing di Desa Surusunda
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur garar.
Alasannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di awa perjanjian
masih terdapat kemungkinan munculnyarisiko-risiko di masa mendatang.
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MOTTO

Awalnya adalah pemikiran; lalu pengorganisasian dari
pemikiran itu menjadi ide-ide dan rencana-rencana, kemudian

transformasi rencana-rencana tersebut menjadi kenyataan.

-Napoleon Hill-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trandliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun
1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan

trandliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No | Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

1 |' Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
2 b Ba> B Be

3 - Ta> T Te

4 - sh> S| es titik di atas
5 ol Jim J Je

6 e Ha> H{ ha titik di bawah
7 c Kha> Kh ka dan ha

8 2 Dal D De

9 3 zal Z| zet titk di atas
10 4 Ra> R Er

Xi



11 3 Zai z Zet

13 i Sim S Es

14 o Syir Sy es dan ye

15 o Sqdt S{ es titik di bawah
16 < Dad D{ de titik di bawah
17 b Ta> T{ te titik di bawah
18 s Za> Z zet titik di bawah
19 l "Ayn koma terbalik (di atas)
20 £ Gayn G Ge

21 - Fa> F Ef

22 L Qaf Q Qi

23 2 Kaf K Ka

24 J Lam L El

25 g Mim M Em

26 - Nup N En

27 3 Waw W We

28 e Ha> H Ha

29 & Hamzah Apostrof
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30 L Ya> Y Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)
Syaddah atau tasydig yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh: 3l ditulis al-Munawwir
C. Ta>Marbutah
Transliterasi untuk Ta>Marbutah ada dua macam, yaitu:
1. Ta>Marbutah hidup
Ta> Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathab, kasrah atau

dhmmah, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh: Py ditulis ni’matullab

ARdllEls ditulis zakatal-fitfi

2. Ta>Marbutah mati
Ta>Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah, ditulis h:

Contoh: ditulis hibah
ditulis jizyah

D. Vokal
Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal
(monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya adalah:

a. Fathjk dilambangkan dengan a

contoh: 2 ditulis daraba

b. Kasrah dilambangkan dengan i

contoh: ditulis fahima

c. Démmah dilambangkan dengan u

contoh: ditulis kutiba

. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

a. Fathhk + Yaxmati ditulis T

Contoh: el ditulis aidikim

b. Fathfk + Wau mati ditulis au

Contoh: &4 ditulis taurat

. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddah, yaitu harakat dan
huruf, transliterasinya adalah:

a. Fathab + alif, ditulis aXdengan garis di atas)
Contoh: ditulis jahiliyyah

b. Fathak + alif magsypditulis aXdengan garis di atas)

Contoh: ditulis yas’a>

c. Kasrah + yaxmati ditulis iXdengan garis di atas)

Contoh: &+ ditulis majic

d. Démmah + wau mati ditulis uXdengan garis di atas)
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Contoh: _es# ditulis furud}

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

alif dan lam (J'). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariyyah.
a. Biladiikuti oleh huruf gamariyyah ditulis al-

Contoh: it i) ditulis al-Qur’am

b. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: | ditulis as-Sunnah

F. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi
ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah

di awal kata tersebut.

Contoh: ditulis al-Ma>
Jass ditulis Ta'wib
ditulis Amr
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tersusun dari tiga aspek, yaitu akidah,

ibadah dan muamalat. Akidah (:--:s!l) berarti segala sesuatu yang dibenarkan

oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam lubuk jiwa yang
tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan, sedangkan ibadah merupakan

bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, dengan kata lain

ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah diyakini. Ibadah (22l)i)

wagjib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam a-Qur’an dan hadis,

sedangkan muamalat (=>.\=l!) merupakan hubungan vertikal antara sesama

manusia dan lingkungan yang tetap berprinsip pada aturan a-Qur’an dan
hadis. Antara ibadah dan muamalat harus berada pada posisi yang seimbang
karena keduanya saling berhubungan, yaitu bahwa muamalat juga termasuk

bagian dari ibadah.

Pengertian muamalat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Al Dimyati

menyebutkan bahwa muamalat berarti suatu hal yang menghasilkan duniawi,



supaya menjadi sebab masalah ukhrawi.! Muamalat dalam arti sempit menurut
Amir Syarifudin adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia

dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.

Maksud keperluan jasmani dari pernyataan di atas adalah keperluan
yang bersifat material. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam

Ibnu Majah sebagai berikut:
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Ruang lingkup muamalat mencakup akad (+&=!') yang merupakan salah

satu hal sebab kepemilikan.* Definisi akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari
pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat),

yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya® Akad atau perjanjian-

! Al-Dimyati, I’amatu at-Totibir (Semarang: Toha Putra, tt), him. 2.
2 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), him.176.

¥ Muhammad bin Yazig ibn Majah, Sunan I1bn Majah, “Bab Bersahaja dalam Mencari
Penghidupan”, (Beirut>Dar>al- Fikr), Il: 84-85, hadis ke 2144. Hadis dari Muhammad Ibn Al-
Mushaffa Al-Himishiy, dari Al-Walid Ibn Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir 1bn
‘Abdullah.

4 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), him. 12.

® M. Yazid Afandi, Figh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah (Y ogyakarta: Logung Pustaka, 2009), him. 33.



perjanjian yang diadakan oleh individu dalam rangka memenuhi keperluan
materialnya antara lain jua beli, ijarah, mud@rabah, syirkah, wadi*ah dan

sebagainya.

Akad mud@rabah (& liall 4ie) merupakan salah satu bentuk akad

kerjasama yang menguntungkan bagi pihak satu dengan pihak lainnya
Adanya mudg@rabah dapat membantu orang yang mempunyai modal namun
tidak pandai berdagang atau tidak mempunyai kesempatan; sedangkan yang
lain pandai dan cakap dalam berdagang serta mempunyai waktu yang cukup,
namun tidak mempunyai modal. Mudfrabah juga mengandung arti tolong
menolong, yaitu bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong

karena mendapatkan usaha.
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Akad mud@rabah berguna untuk menghilangkan atau sekurang-
kurangnya mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat. Pemodal dan
pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad mudgrabah.

Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola

harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan

® Al-Maidah (5): 2.



pemodal kepadanya. Sebaimana disebutkan Mohamad Anwar bahwa status

modal yang diberikan kepada pengel ola merupakan amanat.’

Akad mud@rabah telah ada segjak masa Jahiliyah (sebelum Islam),
kemudian setelah lahirnya Isam yang dibawakan oleh Rasulullah saw.,
mud@rabah ditetapkan (diperbolehkan) dalam garan Islam, karena dianggap
benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat Islam. Rasulullah saw telah
melakukan akad mudfrabah dengan mengambil moda dari Siti Khadijah

sewaktu beliau berniaga di Syam, begitu pula ijma’ sahabat.

Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk
kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Surusunda
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Pada masyarakat tersebut
seluruh penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh
tani dan buruh industri.®2 Dalam prakteknya pemilik modal membeli lima ekor
cempe (anak kambing) yang sama besar kemudian diserahkan kepada
pengelola. Harga pembelian tidak termasuk modal awal karena yang akan
dibagi pada akhirnya adalah kambing itu sendiri. Ketentuan pembagian adalah
satu ekor cempe menjadi hak pengelola dan sisanya tetap menjadi milik
pemodal yang dilakukan pada awa perjanjian. Dalam proses pemeliharaan
pemodal hanya bertanggung jawab apabila terdapat cempe yang mengal ami

gangguan kesehatan yang parah dan dikhawatirkan akan menimbulkan

" Mohamad Anwar, Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat (Bandung: Al-Ma’arif,
1988), him. 64.

8 Monografi Desa Surusunda Tahun 2011.



kematian. Namun apabila gangguan kesehatannya masih dalam taraf ringan,
seperti sakit mata atau sakit kulit ringan maka yang menanggung biaya
pemulihannya adalah pengelola® Bentuk akad yang dilakukan kedua belah
pihak hanya melalui akad lisan, ha ini sudah menjadi adat kebiasaan yang

terjadi secara turun temurun.

Daam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh
pengelola, kecuali terjadi hal tersebut di atas dan biasanya masa pemeliharaan
kambing-kambing tersebut adalah dalam kurun waktu empat hingga enam
bulan menjelang bulan Zplhijjah dan akan dijual sebagai hewan qurban.
Mayoritas pengelola dalam kesehariannya untuk memberi makan kambing
harus mencari rumput, hal ini dirasa cukup mudah diperoleh karena di daerah
tersebut masih banyak terdapat tanah sawah dan pekarangan yang luasnya

mencapai 900 ha.*°

Sementara itu, pemodal tidak turut campur tangan dalam pemeliharaan
kambing, walaupun dalam ha pemulihan kambing yang sakit, pemodal yang
menanggung, namun pengelola harus menanggung risiko yang mungkin akan
terjadi pada kambing-kambing tersebut di masa mendatang. Sedangkan
pengelola hanya akan mendapatkan satu ekor cempe dari lima cempe yang

telah diberikan pemodal kepadanya.

® Wawancara dengan Pak Kodirin, sebagai pengelola, 24 November 2012.

19 Monografi Desa Surusunda Tahun 2011.



Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk
mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan yang terjadi dalam
praktek paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap. Pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal
kerjasama dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemodal maupun pengelola
apakah mereka akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Kemudian,
apakah dalam praktek tersebut dapat dikatakan sebagai akad mud@rabah
ataukah yang lainnya. Untuk itu, diperlukan penelitian serta pembahasan yang

|ebih mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka agar
pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun
merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud
adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek paro lima kambing

di Desa Surusunda K ecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu
permasalahan yang muncul dan diharapkan akan mendapatkan penyelesain
masal ah yang baik sesuai tujuan, sedangkan secara khusus tujuan yang hendak

dicapal dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:



1. Menjelaskan gambaran mengena praktek paro lima kambing di Desa
Surusunda K ecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis dari tinjauan hukum Islam tentang praktek paro lima

kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten

Cilacap.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skrips ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan secara riil mengenai bagaimana praktek
paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap.

2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum Islam, serta sebagai salah satu sumbangan
pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Fikih Muamal at.

3. Untuk memberi sumbangan informas dan evaluasi yang bersifat praktis
terhadap pelaksanaan praktek paro lima kambing di Desa Surusunda
Kecamatan Karangpucung K abupaten Cilacap.

D. Tdaah Pustaka

Kajian mengena masalah akad mud@rabah telah banyak dibahas oleh
beberapa peneliti sebelumnya. Pembahasan tentang sistem bagi hasil pada
masa kontemporer yang seringkali dikaitkan dengan sistem hukum adat

setempat belum banyak peneliti yang mengkajinya.



Penelitian karya Agus Sudaryanto: “Praktik Bagi Hasil Perikanan di
Kaangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah”, mengkaji
bahwa sistem bagi hasil yang berlaku di daerah tersebut merupakan suatu
sistem aturan yang tidak mengikat dan tidak tertulis yang telah menjadi
kebiasaan umum secara turun temurun. Sistem maro, yaitu dengan ketentuan
satu bagian untuk majikan dan satu bagian untuk ABK yang berlaku dalam
aturan kapal-kapal besar, sedangkan dalam kapal kecil diberlakukan sistem
mertelu atau mrapat. Terdapat pengecuaian bagi nahkoda yang akan

mendapatkan bonus satu bagian dari majikan atas prestasi kerjanya.'*

Kemudian penyusun juga menemukan “Praktik Bagi Hasil Nggado
Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworgo” karya
Mukhamat Khairudin. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung menganut aturan adat dengan
sistem pembagian maro bati (pembagian hasil keuntungan sama rata).
Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua

belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.*

Dalam “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan

Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam™ karya Ikha Tasfiria

1 Agus Sudaryanto, “Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan
Wetan, Rembang, Jawa Tengah,” jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Y ogyakarta
(2009).

12 Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan
Bayan Kabupaten Purworejo,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2009).



tertulis bahwa praktek kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum
Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu termasuk dalam

kategori akad mudégrabah.™

“Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi
di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten
Kediri Jawa Timur)” karya Imam Mahbub menyebutkan dalam pokok
permasalahannya bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi pada
seluruh anggota bergantung pada sedikit banyaknya gabah kering yang bisa
digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks
pel aksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi tersebut dikatakan batal,
karena tidak terpenuhinya unsur keadilan yang telah dirumuskan dalam

prinsip-prinsip hukum muamalat.**

Dari sgumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema bagi hasil
sebagaimana dikemukakan di atas, belum ada satupun yang secara spesifik
membahas atau mengkaji tentang praktik paro lima kambing yang terdapat di
Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Berdasarkan
hal tersebut, maka penyusun akan membahas tentang hubungan antara

variabel-variabel penelitian tersebut.

" |kha Tasfiria, “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan
Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2007).

¥ 1mam Mahbub, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi
di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)”
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas |slam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2008).
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E. Kerangka Teoretik

Ruang lingkup muamalat dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup

muamalat ‘adabiyyah ( Y1 =hlelall) yang membahas mengenai aspek moral

yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi).

Kedua, muamalat madiyyah (&3l <Sllsll) berisi tentang materi pokok
pelembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya.

Objek muamalat juga sangat luas cakupannya, tidak semua persoalan
muamalat dijelaskan secara rinci dalam a-Qur’an dan hadis. Manusia
diberikan akal untuk berpikir seluas-luasnya dalam bermuamalat untuk
menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan

aturan universal dalam hukum Islam.’®

Sebagal sebuah akad, mudérabah dapat dipandang sah apabila telah
terjadi ijab dan kabul yang merupakan rukunnya. ljab (—'<!) dan kabul (. )
ini dinamakan sjgat al-‘aqdi (-&x! ix. ) atau perikatan yang menunjukkan

kepada kehendak kedua belah pihak.*® Menurut ulama fikih, ijab kabul juga

harus mempunyai tujuan jelas, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul serta

M. Yazid Afandi, Figh Muamalah, him. 47.

'® Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh, him.29.
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pernyataan ijab dan kabul harus mengacu pada suatu kehendak masing-masing

pihak secara pasti.'’

Selain itu, dalam pembentukan akad terdapat sjgat akad yaitu
bagaimana ijab kabul sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar

Basjir mengemukakan bahwa s}gat dapat dilakukan sebagai berikut:*®

1. Sjgat akad secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa apapun yang
dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Hal ini perlu
digaris bawahi bahwa bahasa atau perkataan, jangan sampai mengaburkan
apa yang menjadi kehendak masing-masing pihak agar tidak timbul
persengketaan di kemudian hari.

2. Slgat akad dengan tulisan, sjgat yang dilakukan dengan tulisan oleh para
pihak yang berakad.

3. S}gat akad dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat yang
dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang berakad, atau kedua
belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.

4. S}gat akad dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan cukup dengan
perbuatan. Misalnya ketika membeli barang di toko serba ada, kita cukup

membayar sgfumlah uang seharga barang-barang yang kita beli.

7 Abdul Aziz Dahlan, Ensikiopedi Hukum Islam, cet. | (Jakarta: Ikhtiar Baru VVan Hoeve,
1996), him. 226-227.

¥ Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: Perpustakaan FH UlI, 1993), him. 44-45.
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengena beberapa asas dalam
perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.*® Dalam konteks
hukum perdata juga dikena asas-asas hukum perjanjian, dimana pada
akhirnya asas-asas tersebut menjadi menjadi pedoman dalam melaksanakan
sebuah perjanjian, baik perjanjian kerjasama yang berorientass pada
keuntungan (profit) maupun perjanjian-perjanjian lainnya.®® Adapun asas-asas

tersebut adalah?:

1. Asaslbabhh ( ')

Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. Sebagaimana

tertuang dalam kaidah fikih:

2 ol e A Joy iU sl Y) 3 Loyl
Kaidah di atas memberikan ruang gerak yang luas kepada manusia
dalam bermuamalat untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru yang

tetap pada koridor aturan universal hukum Islam.

19 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2 Abdul Ghofur Ansori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, cet. |
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), him. 26-28.

' M. Yazid Afandi, Figh Muamalah, him. 47-49.

2 Jalatuddir ‘Abdurrahman lbn Abi Bakar as-Suyut}>asy-Syafi’iz Al-asybah wa an-
Nazgir fi al-furu>(Surabaya: Al-Hidayah, tt), him. 43.
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2. AsasKebebasan (4 &)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setigp orang yang memenuhi
syarat tertentu, mempunyal kebebasan untuk melakukan akad selama tidak
melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam berarti bebas
dengan persyaratan tertentu, yaitu bebas yang ada batasannya untuk

menghormati kebebasan orang lain.

3. Asas Konsensualisme (¢ LY')

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad tidak menuntut
para pihak untuk memenuhi formalitas-formalitas tertentu agar tercapainya
suatu perjanjian, melainkan cukup dengan kata sepakat diantara para pihak.

Adapun kaidah fikihnya adalah sebagi berikut:

a2l fa ot Lo platll o a8 Ly
g 4 " [ il ]

4. Asas “Janji itu mengikat”

Asas ini menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para
pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya.
Salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa

persetujuan pihak lain.

# Asmuni A. Rahman, Qa’idah-ga’idah Figih (Qawa’idul Fighiyah) (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), him. 44.
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5. Asas Keseimbangan (<! s=')

Isam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang
berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima

maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

6. Asas Kemaslahatan (ALl

Setiap perjanjian hendaknya dibuat oleh para pihak untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan

keadaan yang memberatkan.

7. Asas Amanah (L)

Maksud dari asas ini adalah masing-masing pihak yang melakukan
akad harus mempunyai itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan

tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain.

8. AsasKeadilan (&4l

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para
pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan
keadaan, memenuhi semua kewgjibannya. Perjanjian harus senantiasa

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh
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mendatangkan kerugian dari salah satu pihak. Sebagaimana disebutkan dalam

a-Qur’an:

24 Jas YU Js 08 0Lz (S 2Y

Perkembangan dan jenis muamalat yang dilakukan manusia dari dulu
sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan
dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya adalah saling
melakukan interaks sosia dalam rangka memenuhi kebutuhan individu.
Kemudian Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip dasar gjaran

muamalat dalam hukum Islam antaralain:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagal situasi dan kondisi yang mengitari manusia
itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, keujuran,
serta saling tolong menolong.

2. Hukum dasar muamalat adalah mubah sampa ada ketentuan yang
melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovas jenis muamalat

selamatidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.®

Ahmad Azhar Bagjir merumuskan prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

% Al-Maidah (5): 8.

% Nasrun Harun, Figh Muamalat (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), him. 165.
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1. Segala bentuk muamalat pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan hadis.

2. Muamaat dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela tanpa
mengandung unsur paksaan.

3. Muamalat dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.

4. Muamalat dilakukan dengan memeliharanilai keadilan, menghindari unsur

penganiayaan serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.?®

Kemudian pendekatan lain yang dapat digunakan adalah garar (; =').

karena dalam tiap persoalan, terutama persoalan bagi hasil paro lima kambing
yang dilakukan masyarakat Desa Surusunda terdapat risiko-risiko yang
mungkin dihadapi oleh para pihak. Garar merupakan salah satu sebab
rusaknya akad. Untuk itu, agar dapat mencapal suatu akad yang sah, maka

harus menghindari hal-hal yang dapat merusak akad.
F. Metode Pendlitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan
termasuk dalam penelitian. Agar mendapatkan kgian yang dapat

dipertanggungjawabkan, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta

% Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum, him. 10.



17

menjelaskan objek pembahasan pada penelitian skripsi ini  penyusun

menggunakan metode sebagai berikut:

1. JenisPenditian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)
yaitu bahwa penyusun berusaha mengumpulkan data dengan menggal
informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisa
data yang telah ada. Adapun pengumpulan data dilakukan pada pelaku praktik

paro lima kambing di Desa Surusunda, Karangpucung, Cilacap.
2. Sifat Pendlitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada
pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.”’ Deskriptif adalah
bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran
yang rinci dan sistematik pada praktik paro lima kambing antara pemodal dan
pengelola. Analitik adalah cara untuk melakukan analisa terhadap praktik yang

terjadi tersebut.

" Winarno Surakhamad, Pengantar Penelitian IImiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed. ke-
7 (Bandung: Tarsito, 1994), him. 1139.
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3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Surusunda
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang melakukan praktek paro
lima kambing, yaitu sebanyak 80 responden. Melihat banyaknya populasi dan
berdasarkan pertimbangan efisisens waktu, maka digunakan sampling sebagai
metode pengumpulan data. Dalam hal ini, penyusun akan mengambil sampel

20 persen dari banyaknya populasi.

4. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah pendekatan
normatif. Pendekatan normatif yakni pendekatan masalah dengan menganalisa
praktek paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucunng
Kabupaten Cilacap yang berpedoman pada ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis,

serta kaidah ushul fikih.

5. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan
(field research), maka pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah

sebagai berikut:

a Observas

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat

dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek.
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Observasi bisa juga disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh aat indra.?®
Metode observsi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data
yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai praktik paro lima kambing

di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan
caratanyajawab bebas (open interview) yang dikerjakan secara sistematis dan
berdasarkan pada tujuan penelitian.”® Wawancara dilakukan menggunakan
pedoman wawancara kepada pelaku praktik paro lima kambing, baik dari

pihak pemoda maupun dari pihak pengelola serta beberapa tokoh masyarakat.

c. Dokumentas

Suatu bentuk metode atau cara yang ditempuh penyusun untuk
mendapatkan data yang telah ada, biasanya berupa catatan, buku, surat kabar,
arsip, agenda harian dan lain-lain. Metode ini penyusun gunakan untuk
memperoleh data, khususnya mengenai gambaran umum tentang Desa

Surusunda, antara lain monografi, peta, foto dan data-data lain yang terkait.

% gSuharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), him. 199.

2 |bid, him. 198.
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6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah diperoleh
dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data
yang dipaka untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara
menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan
mempergunakan sumber informasi yang relavan untuk melengkapi data yang
penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis
data dari yang bersifat khusus, seperti hanya dari data lapangan, kemudian
ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi kesimpulan yang

bersifat umum.

G. Sistematika Pendlitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan disgjikan dalam lima bab, yang

secara ringkas terangkum dalam sitematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan yang beris tentang tinjauan umum mudarabah
dan garar dengan tujuan untuk mengetahui persoalan teori tersebut. Dalam
bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama mencakup pengertian dan dasar

hukum, rukun dan syarat serta macam-macam mudarabah, sedangkan pada
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sub bab ketiga hanya menyinggung mengenai pengertian dan dasar hukum

garar sertaimplikasinya dalam hukum Islam.

Bab ketiga, penjelasan mengenai objek penelitian yang terdiri dari tiga
sub bab. Sub bab pertama berupa gambaran keadaan geografis dan demografis
wilayah Desa Surusunda yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan
pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan adat setempat serta keadaan
agamanya. Selanjutnya, sub bab kedua menjelaskan tentang proses paro lima
kambing yang terdiri dari: pengertian, latar belakang, manfaat dan praktek
pelaksanaan paro lima. Kemudian pada sub bab ketiga memaparkan tentang
problematika yang muncul dalam pelaksanaan paro lima antara lain: apabila
ada kambing yang mati, salah satu pihak membatalkan perjanjian serta salah

satu pihak meninggal dunia.

Bab keempat, andlisis terhadap praktek paro lima kambing menurut
tinjauan hukum Islam, antara lain membahas praktek paro lima kambing

dilihat dari segi akad, segi modal dan segi pembagian keuntungan.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi

dan terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab | sampai bab IV
tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek bagi hasil paro
lima kambing yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola di Desa
Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut.

Akad praktek bagi hasil paro lima kambing yang dilakukan antara
pihak pemodal dengan pihak pengelola pada masyarakat Desa Surusunda
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap termasuk akad mudirabah
dalam kategori mudirabah mugayyadah yaitu terdapat ketentuan batasan
waktu kerjasama. Mudarabah mugayyadah menurut hukum Islam adalah sah,
selama masih dalam ruang lingkup ketentuan akad mudrabah. Dalam aplikas
akad bagi hasil paro lima kambing di Desa Surusunda, para pihak sudah
menyatakan saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan

dari pihak lain. Hal tersebut berarti telah sesuai dengan hukum Islam.

Mengenai penggunaan kambing sebagar modal dalam praktek paro
lima juga telah sesuai dengan hukum Islam, sebab para pihak telah beritikad
baik untuk melakukan kerjasama. Latar belakang pemodal melakukan

kerjasama tersebut adalah untuk menolong pengelola yang notabene masih

72
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minim penghasilan. Nilai dan satuan harga kambing juga sudah jelas dan
dapat diketahui taksirannya. Hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan

modal menurut hukum Islam, khusunya menurut ulama kontemporer.

Untuk pembagian keuntungan dalam praktek paro lima masih terdapat
unsur garar, karena pembagian yang dilakukan pada awa perjanjian masih
mengandung kemungkinan terjadinya risko di  masa mendatang.
Kemungkinan risiko-risiko yang terjadi adalah apabilaterjadi risko kematian,
pencurian atau penyakit pada kambing yang menyebabkan kambing tidak
dapat tumbuh dengan normal, sehingga menyebabkan timbulnya salah satu
pihak yang mengalami kerugian. Hal ini dinilai tidak adil dan tidak sesuai
dengan hukum Islam karena akan melahirkan suatu kemadaratan yang

seharusnyadihindari dalam bermuamalat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun paparkan, penyusun
mencoba memberikan saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang
bersangkutan, yaitu masyarakat Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau
reverensi demi tegaknya hukum Islam. Adapun saran-saran yang penyusun

berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya keterbukaan nilai dan satuan harga kambing antara

pemodal dengan pengelola demi kelancaran pelaksanaan kerjasama,
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yaitu agar modal dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah
pihak diketahui secara jelas serta menghindari adanya unsur penipuan.

2. Hendaknya pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan
prosentase yang jelas, sehingga hasil keuntungan yang akan diperoleh
pemodal dan pengelola tidak terpengaruh dengan jumlah keuntungan
yang dihasilkan.

3. Sebaiknya pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat perjanjian
telah berakhir, sebab hasilnya telah diketahui secara riil, walaupun
yang dibagi tetap menggunakan kambing. Apabila terjadi risiko atau

kerugian, dapat dikalkulasikan dan dapat ditanggung bersama.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan
merupakan suatu hal yang pasti ada dan melekat pada setigp manusia. Oleh
karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam

memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.
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Lampiran |

DAFTAR TERJIEMAHAN

NO

BAB

HLM

FN

Terjemah

BAB I

Wahai manusial Takutlah kamu sekalian kepada
Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mencari
(harta). Karena sesungguhnya jiwa manusia itu
tidak akan mati sehingga sempurna rizkinya,
meskipun (terkadang) lambat datangnya. Maka
takutlah kamu sekalian kepada Allah dan
perbagusah cara kamu dalam mencari (harta).
Ambillah mana yang hala dan tinggalkan mana
yang haram.

Dan tolong menolonglah  kamu  dalam
(mengerjakan) kebagjikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.

12

22

Hukum dasar sesuatu itu boleh sehingga ada dalil
yang mengharamkannya.

13

23

Pada asasnya perjanjian (akad) adalah kesepakatan
para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang
mereka tetapkan melalui janji.

15

24

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

BAB |1

26

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian
karunia Allah.

26

10

Ada tiga perkara yang ada berkah padanya: jual
beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal
niaga kepada seseoranng dan pencampuran gandum
dengan sya’ir (jenis beras) untuk rumah tangga,
bukan unutk jua beli. Diriwayatkan oleh Ibnu
Magjah dengan sanad yang lemah

26

11

Sesungguhnya Usman bin Affan memberikan
hartanya dengan cara melakukan bagi hasil untuk
mendapatkan keuntungan diantara mereka.

35

28

Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu
dengan jalan yang batil.

10

35

29

Rasulullah SAW melarang jua beli hasih dan jua
beli garar.

11

35

31

Janganlah kamu membeli ikan yang ada di dalam
air, karena sesungguhnya hal itu termasuk garar




(tipu daya).

BAB IV

12

62

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

13

62

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-
janji.

14

62

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya

15

63

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta
sebagai mudirabah, ia mensyaratkan kepada
mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak
menuruni  lembah, serta tidak membeli hewan
ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudarib)
harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah
SAW, beliau membenarkannya.

16

63

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak tunai, mudhrabah
(mudarabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.

17

63

10

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalakan yang haram; dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang hala atau
menghalalkan yang haram.

18

63

11

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun
orang lain.

19

12

Hukum dasar muamalat itu boleh kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.
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3.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin
Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin
Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari
keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik
sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya
adalah Y aman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka
pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama
yang memeluk agama isdam pada tahun ke dua Hijriah.
Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu kitab figh
yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Al Muwatha’ ditulis pada
masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al
Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah
diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab
tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam
malik juga mewariskan Mazhab fighinya di kalangan sunni yang disebut
sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek
kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi
pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah,
Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha
Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil
tertentu).

Ilbnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin
Majah ar-Rabi’ al-Qazwini, beliau lahir pada tahun 209 H di Qazwini.
Dalam usaha mengumpulkan hadis, beliau mengembara ke negeri Irak,
Hijjaz, Syam, Mesir, Kufah, Basyrah, dan kota-kota lain untuk
mendapatkan hadis dari ulama setempat. Beliau juga setempat belgjar
kepada murid-murid Malik al-Lais yang akhirnya beliau menjadi ulama
hadis yang terkemuka, beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 237 H.
Karyabeliau yang terkena adalah kitab as-Sunan.

Wahbah Az-zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaily. Lahir di
kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah
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menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat
mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari’ah
Universitas a-Azhar. Kemudian belgjar pada IImu hukum dan mendapat
gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada
tahun 1963 M di Universitas a-Azhar, Kairo.Di antaranya karyanya yang
terkenal adalah Ushul Figh al-Islami, dan Al-Figh al- Islami wa
Adillatuhu.

Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf lahir di daerah Kufruziyah pada tahun pada
bulan Maret tahun 1880 M. Beliau merupakan salah satu dari orang yang
hafal qur’an. Beliau mulai memasuki dunia pendidikan pada tahun 1900 di
Al-Azhar Kairo, hingga tahun 1915 beliau lulus dari Fakultas Hukum
Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1920 beliau diangkat sebagai pengajar
almamater dan menduduki jabatan sebagai mahkamah syari’ah selama 4
tahun. Kemudian beliau ditugaskan sebaga direktur departemen
perwakafan, serta menjadi guru besar fakultas hukum Universitas Al-
Azhar Kairo hingga beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-
Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman
pada a-Qur’an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang
penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah
tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah “Figh as-Sunnah dan
Kitab Qaidatul Fighiyah”, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan
para ulama terutama dalam berpikirnya.

Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,
lahir di Lokhsumawe Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di
Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belgar
agama di pondok pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada
tahun 1927 beliau belgar di Madrasah Aliyah al-lrsyad Surabaya.
Berikutnya tahun 1960-1970 beliau menjabat sebagai dekan Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru
Besar Ilmu Syari’ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun
1975, beliau dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam
Bandung. Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan
gelar yang sama yaitu Doktor Honoris Causa dalam bidang Syari’ah di
IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta. Beliau disamping seorang ulama yang
besar di Indonesia, juga merupakan orang yang produktif menulis buku-
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buku agama. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-
Nur, 2000 Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang
kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, S.H. Beliau pernah
menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Rl dan Guru Besar Perdata di
Ul, pernah menjabat dosen tetap di Universitas Gajah Mada. Beberapa
karya ilamiahnya antara lain, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum
Perjanjian, Hukum Pembuktian, Aneka Perjanjian.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di kota Y ogyakarta pada tanggal 21 November 1028.
Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Y ogyakarta pada
tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas
Baghdad pada tahun 1957-1058 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di
Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Sudies) pada
tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister.Pada tahun 1972 beliau
mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gaah
Mada. Beliau aktif di muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan
sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985.
Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum
wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada
muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal
28 juni 1994/1414 H di Y ogyakarta.

Hendi Suhendi

Beliau lahir di Mgaengka, Jawa Barat, 12 februari 1953. Alumni
PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Gunung Jati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari
UNPAD, Bandung tahun 1995, merai gelar Doktor (S3) bidang llmu
Sosia di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

M. Yazid Afandi

Lahir di Tulung Agung 13 September 1972. Pendidikan dasarnya
ditempuh di desa kelahirannya, Ngunggahan kecamatan Bandung
kabupaten Tulung Agung Jawa Timur. Setelah tamat SD ia melanjutkan ke
SMPN 1 Bandung Tulung Agung di samping belgjar di pondok pesantren
Miftahul Ulum Bandung, Tulung Agung. Kemudian melanjutkan



pendidikan di PP Tebuireng Jombang dengan masuk sekolah formal
Madrasah Salafiyyah Syafi’iyyah tingkat Aliyah. Sarjana S1 ditempuh di
IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Fakultas Syari’ah,
Muamalah Jinayah dan selesai tahun 1996. Dan pada tahun 1998 masuk
S2 di perguruan tinggi yang sama, dengan mengambil jurusan Hukum
Islam, konsentrass Muamalah dan selesai tahun 2001. Saat ini aktif
mengajar di beberapa pondok pesantren; PP Aji Mahasiswa a-Muhsin
Krapyak, PP Nurul Umah Kotagede Yogyakarta, PP a-Lugmaniyah
Umbul Harjo kota Y ogyakarta, juga sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi
Ilmu a-Qur’an (STIQ) Yogyakarta dan di Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam. Di organisasi sosia
kemasyarakatan dan NGO ia aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’
kota Yogyakarta, pernah aktif di lembaga kemasyarakatan UlI
Y ogyakarta 2002-2003, pernah aktif di Dria Manunggal; sebuah NGO
yang menangani orang-orang diffabel tahun2001-2003. Beberapa karya
tulis yang dihasilkan antara lain; Gerakan Politik I1slam (Studi Gerakan
Partai Keadilan DIY); Penelitian th. 1999; Peran Para Tokoh Agama di
DIY dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama; Penelitian Depag
th. 2001; Pelembagaan “Hukum Islam”: Antara Citra dan Fakta Sosial
Politik Indonesia; Artikel, Jurnal Mukadimah, 2003, Ekonomi Islam:
Sistem Ekonomi Bermoral Pasca Kapitalisme, Artikel, Jurnal al-Ahkam,
(Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta), 2005; Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah: Tantangan dan Strategi Pengembangan, Makalah, Materi Diskusi
Reguler Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kadlijaga, 29 Agustus
2005; Rasionalisasi Ajaran Agama (Studi Atas Respon Umar bin Khatab
Terhadap Dinamika Zaman), Artikel, Sosio Religia, Vol. 5 No 2, Februari
2006; Aspek Hukum Perbangkan Syari’ah, Artikel, 2007; Mengelola Hati
manuai damai, buku, 2008.
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PEDOMAN WAWANCARA
Kepada Pengelola Kambing

Apayang anda ketahui tentang paro lima kambing?

Apayang mendorong anda untuk melakukan paro lima kambing?
Bagaimana akad paro lima kambing yang dilakukan masyarakat
Surusunda?

Siapa yang menanggung biaya operasional ?

Bagaimana pembagian keutungan dari paro lima kambing ini?

Apabila mengalami kerugian siagpa yang menanggungnya?

Siapa yang menanggung pengobatan ketika kambing peliharaan itu sakit?
Berapa lama proses paro lima kambing sampal penjuaan?
Apabilaterjadi perselisihan apa yang anda lakukan?

. Bagaimana kelanjutan praktek paro lima kambing apabila salah satu pihak

ada yang meninggal ?

Kepada Pemodal

Apayang anda ketahui tentang paro lima kambing?

Apa yang mendorong anda untuk memberikan modal paro lima kambing?
Bagaimana akad paro lima kambing yang dilakukan masyarakat
Surusunda?

Siapa yang menanggung biaya operasional ?

5. Bagamana pembagian keutungan dari paro lima kambing ini?

6. Apabilamengaami kerugian sigpa yang menanggungnya?

7. Siapayang menanggung pengobatan ketika kambing peliharaan itu sakit?
8.
9.
1

Berapalama proses paro lima kambing sampai penjualan?
Apabilaterjadi perselisihan apa yang saudara lakukan?

0. Bagaimana kelanjutan praktek paro lima kambing apabila salah satu pihak

ada yang meninggal ?
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Kepada Tokoh Agama

Apayang anda ketahui tentang paro lima kambing?

Bagai mana pendapat anda tentang paro lima kambing?

Aparelevans paro lima kambing dengan hukum Islam?

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek paro lima kambing?

Kepada Tokoh Masyar akat

Apayang anda ketahui tentang paro lima kambing?

Bagaimana pendapat anda tentang paro lima kambing?

Bagai mana pandangan masyarakat mengenai paro lima kambing?
Apakah dampak paro lima kambing terhadap kehidupan masyarakat
setempat?
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/1V/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

V.,JJ\ el msM

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan
dananya kepada pihak lain dengan catalharabah yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-malLKS) menyediakan seluruh modal, sedang
pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syaaiah Isl
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentangharabah
untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
SRR L_Wu S Sl sty ;;.U\ W

vl -

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Ma'’idah [5]: 1:

o A~ 2
J

. :deb \j.aj\ Vg UJ,U\ G
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
3. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 283:

L

P
36 7\ 6.5, s E . ¢, 5 s 0. - T

m)m\ddjcuu\wj\gﬂ\sfbm u"

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Wr;\

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:
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(s
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepadadharibnya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudhari) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya.(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

P P

e e SN 06 L e i L 0
o o) Y 2 B T Jaley @n @Ay )

(e 5 ol

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai,mugaradhah (mudharabah)3an
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

f

z 7 -
g

L 5 W 00 G V) Gl (3 S ALl

Ll > J;-\ PR D" L ’5!1/(._/@%)}& le-" QM\}
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:
dom () o W28y glad Il g axle il ol ) 3‘}/5’% SN
(S

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri).

Dewan Syariah Nasional MUI
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8.

10.

Memperhatikan

ljma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang,mudhari) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah ZuhaditFigh al-Islami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas. Transaksimudharabah digiyaskan kepada transaksi
musaqah

Kaidah figh:

Lo =5 Jo 05 00 0T YL a0y vl o oY)
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syars@malgada hari

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRMH)
Pertama . Ketentuan Pembiayaan:

1.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau
pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak

ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

Dewan Syariah Nasional MUI
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8.

9.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan
syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus
dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan
kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikut:

Dewan Syariah Nasional MUI
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas

itu.
Ketiga . Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amaryald @l-amana)y kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarabh.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420.H
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

/Drs. H.A. Nazri Adlani

Dewan Syariah Nasional MUI
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DOKUMENTAS
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Gambar 1| Kambing Milik Bapak M. Toha



Gambar |V Bapak Sasreja sebagal Pengelola
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